BUPATI SITUBONDO

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 9{ TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 - 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SITUBONDO,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian,
dan [Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pembangunan
Dacrah, Sistematika -Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-
2015 sudah tidak sesuar  dan  perlu  dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan  evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi
vang dirumuskan utdak scsuai dengan tahapan dan
tatacara penvusunan rencana pembangunan  daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacerah;

bahwa guna maksud tersebut dalam hurul a dan b
konsideran ini, perlu menctapkan Peraturan Bupati
Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2011-2015.
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Mengingat

o

10.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanjgunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Necgeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian  dan  Evaluast  Pelaksanaan  Rencana
Pembanjgunan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 157);

16. Peraturan dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010
tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Dacrah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2010
Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 85
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2011 - 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPUMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015  (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4) diubah
sehingga Pasal 4 berbunyi scbagal berikut :



Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 11 . GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA KIERANGKA PENDANAAN

BAB IV . ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V . VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIl KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PIENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN

(2) Uralan secara rinci RPJMD Tahun 2011-2015 dimaksud
pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dar Peraturan Bupat ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
P a5 g

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 1 1 NOV 2014
BUPATI SITUBONDO,

(ﬁ!&b

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 1 1 N0V 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR W



